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Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah
dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang biasa disebut Good
Corporate Governance (GCG). Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG)
merupakan pedoman bagi seluruh Insan Perseroan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung
jawab sosial Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder)
secara konsisten.

Adanya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yang konsisten
memungkinkan pertumbuhan dan track record yang sustainable untuk jangka panjang.
Sebuah perusahaan yang telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
akan memiliki pandangan jangka panjang dalam mengintegrasikan tanggung jawab
lingkungan dan sosial dengan pengelolaan risiko, menemukan peluang-peluang dan
mengalokasikan modal untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi seluruh
pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan mengarahkan
praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan
kerja yang positif dan kondusif, pertanggungjawaban kepada pasar dan komunitas
serta pencapaian kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan. Rasanya, tanpa
tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak ada cara yang lebih baik untuk
meyakinkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, pelayanan perusahaan
terhadap publik maupun bisnis perusahaan itu sendiri.

Tujuan Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk:

a. Memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui
pelaksanaan prinsip transparasi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung
jawaban dan kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi.

b. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efisien,
serta mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian Rapat Umum
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

c. Menjadi acuan pengelolaan Perseroan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggung jawab sosial
Perseroan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan
kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.

d. Meningkatkan stakeholder value dengan memperhatikan stakeholder lainnya.
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e. Meningkatkan daya saing Perseroan secara nasional maupun internasional,
sehingga meningkatkan - kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Visi & Misi Perusahaan
Visi Perusahaan:

Become leading company in port equipment engineering services.

Menjadi Perusahaan terdepan di bidang jasa maintenance dan engineering
services alat bongkar muat pelabuhan

Misi Perusahaan:

1. Menjadi perusahan handal dan mitra utama perawatan alat bongkar muat
pelabuhan di lingkungan IPC Group.
2. Menjadi perusahaan plihan utama para mitra kerja di lingkungan IPC Group.

3. Menjadi perusahaan terbesar dalam maintenance dan engineering services alat
bongkar muat pelabuhan di industri kepelabuhanan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa harus
memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang meliputi:

a. Keterbukaan (transparency)
Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materil dan relevan
mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para
pemangku kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang
penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku
kepentingan.

b. Akuntabilitas (accountability)
Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan
segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang
berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap
memperhatikan stakeholder guna mencapai kinerja Perseroan secara
berkesinambungan.

c. Tanggung Jawab (responsibility)
Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial
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antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 1.5.2 Peraturan Pemerintah:
terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan. Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP BUMN 45/2005)
d. Ketidak-berpihakan (independent) 1.5.3 Peraturan/Keputusan Menteri:
Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan a. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip y Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Badan
korporasi yang sehat. Usaha Milik Negara (KEP 211/1999)
e. Kewajaran dan kesetaraan (fairness) b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-
Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan { 101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggara
kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Kepmen BUMN 101/2002)

c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/ MBU/2002
1.5 Dasar Hukum tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
Penyusunan Pedoman Good Corporate Governance ini mengacu kepada: (Kepmen BUMN 102/2002)

1.5.1 Undang-undang: d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-

a. Undang-undang Rl Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
Perusahaan (UU Dokumen 8/1997) Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN
b. Undang-Undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 05/2007)

Negara (UU BUMN 19/2003) e. Peraturan Menteri- Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-

c. Undang-Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

d. Undang-undang Rl Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (Permen
Transaksi Elektronik (UU ITE 11/2008) BUMN 01/2011)

e. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan f.  Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

Informasi Publik (UU KIP 14/2008)

03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan usaha Milik Negara
(Permen 03/2012)

g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara, No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara (Permen 09/2012)

h. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Permen 12/2012)

i. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan
Badan Usaha Milik Negara (Permen 21/2012)

j. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi
Informasi Badan Usaha Milik Negara (Permen 02/2013)

k. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang

IPC PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA IPC
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Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan
Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian
Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Anggaran Dasar PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (AD Perseroan).

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 8 tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh
dan dihadapan Nur Muhamad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,Mkn, Notaris di
Jakarta, dan terakhir diubah dengan Akta nomor 2 tanggal 06 Agustus 2015 yang
dibuat oleh dan dihadapan Nur Muhamad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.,Mkn,
Notaris di Jakarta.

1.6 Referensi Hukum

1.6.1 Undang-Undang:

a.

Undang-undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU
Perseroan 40.2007).

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran
17/2008) .

Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU
Publik 25/2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (PP Kepelabuhanan 61/2009)

1.6.2 Pedoman Pelaksanaan GCG:

IPC’ZB;‘
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a.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006 (Pedoman GCG KNKG
2006)

Pedoman Komisaris Independen, dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komisaris Independen KNKG
2004)

Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite
Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedoman Komite Audit KNKG
2004)

Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No: SK-
16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara (SK BUMN 16/2012)
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2.1 PEMEGANG SAHAM/RUPS
2.1.1 Hak-hak Pemegang Saham adalah:

Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS";

a.

b. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS?;

c. Hakuntuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS®;

d. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS

e. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan, secara tepat waktu
dan teraturs;

f. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang

diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan
pembagian keuntungan lainnya";

2.1.2 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari:

a.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
i RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RUPS RKAP)’. .
RUPS RKAP dllaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tahun anggaran berJaIan .
Dalam pelaksanaan RUPS ini, Direksi mengajukan rancangan RKAP®
yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama dengan Dewan
Komisaris untuk disahkan oleh RUPS™ sekurang-kurangnya
memuat ™'
1. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan
program kerja/kegiatan;
2. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran Program
Kerja/Kegiatan;
3. Proyeksi Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaannya;
4. Program Kerja Dewan Komisaris;

! AD Perseroan Pasal 23 Ayat (5) Huruf (a)

PEDOMAN PELAKSANAAN
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5. Hal-hallain yang memerlukan keputusan RUPS.
ii. RUPS Tahunan untuk menyetujui  Laporan Tahunan dan

mengesahkan perhitungan tahunan.

RUPS ini diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan

tahun buku yang bersangkutan dan dalam RUPS ini Direksi

menyampaikan**;

a. Laporan Tahunanls,

b.  Usulan Penggunaan Laba Bersih;

c.  Hal-hallain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk
kepentingan Perseroan™ atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau
Pemegang Saham™. Direksi wajib menyelenggarakan RUPSLB'® sesuai
permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham®’
Selain RUPS yang dilakukan dengan kehadiran seluruh Organ Perseroan
secara fisik, dikenal juga RUPS dimana pelaksanaan RUPS tersebut tidak
memerlukan pelaksanaan RUPS secara fisik. RUPS tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan RUPS biasa®®

2.1.3 Kewenangan Pemegang Saham melalui RUPS
2.13.1 Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemegang Saham

melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Dewan Komisaris atau Direksi*®

2.1.3.2  Tindakan-tindakan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS yang

nilai transaksinya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaltan satu sama lain maupun tidak, adalah sebagai

berikut*
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

2133 Perbuatan-perbuatan di bawah ini memerlukan persetujuan RUPS

setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris>*

a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka
menengah/panjang;

% AD Pereseroan Pasal 23 Ayat (17)

® AD Perseroan Pasal 21 Ayat (4)

* AD Perseroan Pasal 25 Ayat (2)

® Permen BUMN nomor PER-01/MBU/2001 pasal 5 ayat (1) huruf (c)

® UU PT 40/2007 Pasal 71 Ayat (2)

” AD Perseroan Pasal 21 ayat (1) Huruf (b)

& AD Perseroan Pasal 21 ayat (3)

3 Kepmen BUMN KEP-101/2002 Pasal 3

10 ysulan Konsultan (UU BUMN 19/2003 Pasal 22 Ayat (2) jo. AD Perseroan Pasal 17 Ayat (2) dan (3))
' AD Perseroan Pasal 17 Ayat 1

IPC ? PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA
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"> AD Perseroan Pasal 21 Ayat (2)

" AD Perseroan Pasal 21 Avyat (2) Huruf (a) jo. AD Perseroan Pasal 18 Ayat (5)
Dengan merujuk kepada AD Perseroan Pasal 22

Dengan merujuk kepada AD Perseroan Pasal 23 Ayat (5)

® UU PT 40/2007 Pasal 79 Ayat (1)

Dengan merujuk kepada UU PT 40/2007 Pasal 79 Ayat (1) jo. AD Perseroan Pasal 23 Ayat (4))

Dengan merujuk kepada UU PT 40/2007 Pasal 91 (dikenal juga dengan RUPS Sirkuler))
¥ UU BUMN 19/2003 Pasal 1 Ayat (13)

?° AD Perseroan Pasal 11 Ayat (14)

*" AD Perseroan Pasal 11 Ayat (9)
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